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ABSTRAK 
 
HELVIRA MAYASARI HENDRIK (B111 12 126), Analisis Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Perjudian (Studi Kasus Di Kota Pangkajene 
Tahun 2012-2014). Dibimbing oleh Bapak H.M Said karim selaku 
pembimbing I dan  Ibu Haeranah selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan perjudian, upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang 
dialami oleh aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan 
perjudian di Kota Pangkajene. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkajene, tepatnya di Kantor 
Kepolisian Pangkajene, Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Pengadilan 
Negeri Pangkajene. Dengan sumber data yang terdiri dari data primer 
berupa data yang diperoleh di lapangan  dan juga hasil wawancara 
langsung dari responden dan data sekunder yang diperoleh dari arsip 
laporan tahunan dari instansi terkait. Selain itu peneliti juga melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak terkait termasuk narapidana kasus 
perjudian yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan perjudian di Kota Pangkajene disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain ialah faktor ekonomi, faktor iseng atau coba-
coba dan faktor lingkungan. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan 
perjudian di Kota Pangakejene yaitu mengadakan penyuluhan dan 
sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat, dan 
melakukan patroli atau razia. Adapun kendala-kendala yang dialami aparat 
kepolisisan dalam memberantas perjudian di Kota Pangkajene yaitu 
kurangnya informasi dan kerjasama masyarakat dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum. Oleh 
sebab itu Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Pada 
masa sekarang ini norma-norma asusila menjadi longgar dan saksi sosial 
menjadi melemah, sehingga kejahatan yang terjadi di masyarakat dari 
tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pihak masyarakat 
luas dan tentunya pemerintah sangat mencemaskan dengan semakin 
meningkat dan meluasnya serangkaian aksi kejahatan, diantaranya 
adalah kejahatan perjudian.  
Menurut Kartini Kartono (2005:57), “perjudian merupakan penyakit 
masyarakat yang sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana, 
misalnya pencurian, perampokan dan penipuan yang dapat meresahkan 
masyarakat. Sehingga perjudian itu akan merugikan masyarakat di 
sekitarnya. 
Perjudian dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup keluarga, 
hal ini dikarenakan setiap harinya para penjudi hanya memikirkan 
2 
 
bagaimana caranya memperoleh kemenangan ataupun mendapatkan 
uang banyak dalam waktu singkat. Sehingga para penjudi tidak lagi 
memikirkan keluarganya. Dan jika kemenangan yang diharapkan tidak 
segera menjadi kenyataan, para penjudi akan menjadi labil dan mudah 
marah dan pada akhirnya keluarganya yang menjadi korban. 
Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. 
Perjudian juga membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 
masyarakat, bangsa dan Negara. Meski demikian, berbagai perjudian 
tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, 
baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. 
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang yang berjudi 
tersebut hanya ingin menikmati hasil tanpa mau berusaha. Padahal 
dengan berjudi belum tentu kita akan mendapatkan hasil karena semua 
tergantung dengan keberuntungan dan juga kita tidak akan menjadi kaya 
dengan uang haram tersebut. 
Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak 
pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian berbunyi “menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan”. 
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Pada mulanya perjudian berwujud permainan atau kesibukan 
pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat kreatif dan 
rekreatif. Pada sifat yang kreatif ini lambat laun akan menimbulkan unsur 
baru dan meningkatkan keinginan bermain atau mengharapkan untuk 
menang. Unsur baru tersebut adalah barang taruhan berupa uang, benda 
atau sesuatu yang bernilai. Judi pun ada berbagai macam, ada yang 
berupa judi dengan kartu, adu ayam, hingga togel. Semua itu judi untuk 
kalangan bawah.  
Perjudian adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertaruhan 
sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau 
dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat 
untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam 
pertaruhan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk 
juga segala macam pertaruhan lainnya. Dimana tindak pidana perjudian 
ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. 
Pada kenyataanya perjudian dengan segala bentuknya masih 
banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Misalnya saja, seorang 
supir truk/daerah. Uang hasil pekerjaan mereka hanya digunakan untuk 
berjudi, padahal ada hal lain yang lebih penting yang bisa digunakan dari 
uang mereka. Di waktu luang mereka, beberapa  supir dan kernetnya 
berkumpul untuk memulai praktek perjudian. Uang hasil kerja keras 
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mereka digunakan sebagai taruhan dengan harapan keberuntungan ada 
di pihak mereka. Bahkan perjudian menjadi konsumi mereka setiap  hari. 
Meskipun telah dilarang dan di ancam dengan hukuman yang 
berat, pada kenyataannya perjudian dengan segala bentuknya masih 
banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Perjudian dapat 
dikatakan sebagai salah satu usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi yang 
memberikan dampak negative yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 
Hal ini disebabkan adanya kecenderungan minimnya usaha atau 
berkembangnya sifat malas untuk bekerja dari pelaku perjudian.  
Dalam hal ini pemerintah dan aparat kepolisian harus mengambil 
langkah dan usaha untuk mengungkap dan menertibkan kembali 
perjudian, sampai di lingkungan sekecil-kecilnya. Keikutsertaan seluruh 
warga masyarakat pun juga sangat diperlukan demi terlaksananya proses 
pengungkapan dan pemberantasan perjudian. Namun, upaya 
pengungkapan perjudian merupakan tugas yang berat dan tidak semudah 
membalikkan telapak tangan. Tidak mudah menghilangkan perjudian, 
sama beratnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Perlu koordinasi antar elemen 
dalam masyarakat dan tidak pandang bulu dalam menangkap oknumnya, 
harus ada upaya maksimum untuk mengungkapkan perjudian. 
5 
 
Perjudian dapat terjadi di wilayah manapun. Kota Pangkajene 
sebagaimana halnya kabupaten dan kota-kota lain juga menghadapi 
masalah perjudian terutama yang dilakukan oleh masyarakat 
berpenghasilan rendah. Misalnya pengangguran, kuli tidak tetap, buruh 
dengan penghasilan rendah dan supir daerah/truk. Hal ini disebabkan 
oleh rendahnya tingkat pendidikan yang mendorong seseorang bertindak 
tanpa berfikir panjang dan lebih memilih melanggar norma-norma yaitu 
dengan melakukan perjudian, dan disebabkan oleh faktor ekonomi. 
Penghasilan yang minim dan hampir tidak mencukupi bagi pemenuhan 
hidup keluarganya yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan 
hal-hal yang sifatnya untung-untungan dan menilih melakukan perjudian 
sebagai jalan keluarnya. 
Hingga saat ini perjudian di Kota Pangkajene masih tetap ada 
bahkan kasus perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah 
semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menuntut Polri 
untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkapkan tindak pidana 
perjudian, supaya tindak pidana perjudian dapat diungkap agar dapat 
dihilangkan dari kehidupan masyarakat di Kota Pangkajene hingga tidak 
ada lagi perjudian di Kota Pangkajene. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa terdorong untuk 
mengkaji secara mendalam mengenai upaya Polri dalam melakukan 
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penertiban terhadap tindak pidana perjudian dalam sebuah penulisan 
hukum yang berjudul : Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Pangkajene (Studi Kasus Tahun 
2012-2014).  
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan  
yaitu : 
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perjudian di Kota 
Pangkajene? 
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi tindak pidana perjudian di Kota Pangkajene? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan 
sehingga terjadinya perjudian di Kota Pangkajene. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak 
penegak hukum untuk menanggulangi segala macam perjudian yang 
terjadi di Kota Pangkajene. 
D. Kegunaan Penelitian 
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Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 
1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan hukum, baik dalam hukum pidanan maupun kriminologi 
2. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menagmbil 
langkah-langkah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan 
khusunya tindak pidana perjudian. 
3. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat tentang 
pelanggaran tindak pidana perjudian dalam  memantapkan 
kepribadian dan mempertebal kesadaran hukum masyarakat.  
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Tinjauan Umum Kriminologi 
1. Pengertian Kriminilogi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru 
berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi 
dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah 
laku manusia dalam masyarakat. Nama Kriminologi yang ditemukan 
oleh P. Topinand (Topo Santoso 2001:9) seorang ahli antropologi 
Prancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti 
kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, 
maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.  
Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidikai gejala kejahatan seluas-
luasnya. Melalui definisi ini, Bonger (Topo Santoso 2010:19) lalu 
membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
a. Antropologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis). Ilmu pengertahuan ini memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-
tanda  seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya. 
b. Sosiologi Kriminil 
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Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu 
ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
c. Psikologi Kriminil  
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 
jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
e. Penologi 
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
 
Disamping itu terdapat  kriminologi terapan (Topo Santoso 
2010:10) yang berupa: 
a. Higiene Kriminil 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan.  
b. Politik Kriminil 
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Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan 
telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan 
kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang 
dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka 
lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
c. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
W. A. Bonger (Indah Sri Utari, 2012:2), mendefinisi kriminologi 
sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis 
adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti 
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-
gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut 
dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari 
gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar 
kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi 
praktis atau terapan. 
Menurut M. P. Vrij (Indah Sri Utami, 2012:3), mendifinisikan 
kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula 
mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat 
dari kejahatan tersebut. 
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 J. Constant (Kartini Kartono, 2014:140) menyatakan kriminologi 
adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan 
menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, 
dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual. 
E.Durkheim (H.R Abdussalam, 2007:4), seorang pakar sosiologi 
masyarakat, kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada 
masyarakat tanpa kejahatan. 
Menurut Noach (Topo Santoso dan Eva Achjani; 2010:12), 
merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan 
jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat 
dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. 
Menurut  Wolfrang Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva 
Achjani; 2010:12), mengemukakan bahwa, kriminologi adalah 
kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan 
dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat. 
Menurut Wood (Wahyu Muljono, 2012:34), kriminologi meliputi 
keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau 
pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat 
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termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan 
jahat dan para penjahat. 
 Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 
tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena 
pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitarnya. 
 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan 
Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu: 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan  acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making law) meliputi: 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), sedangkan yang dibahas 
dalam  Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
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b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi: 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
 
Menurut Sutherland (Topo Santoso dan Achjani Sulfa, 
2010:10) kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu: 
a. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisi ilmiah sebab-
sebab dari pada kejahatan. 
b. Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajati tentang 
sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan 
faedahnya. 
c. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi 
yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
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Objek studi kriminologi (Topo Santoso dan Achjani Sulfa, 
2010:12) adalah: 
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
b. Pelaku kejahatan dan 
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
 
B. Tinjauan Umum Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat 
tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpuhkan terhadap 
tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat jahat 
atau perbuatan yang jahat. Kejahatan diartikan sebagai suatu 
perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. 
Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang 
akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. 
Kejahatan (Achmad Ali, 2010:7) adalah tindak pidana yang 
tergolong berat, yang andaikata pun tidak dilarang oleh Undang-
Undang, tetapi tetap dapat dirasakan sebagai suatu perbuatan salah 
oleh masyarakat. 
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Secara yuridis, kejahatan (Wahyu Muljono, 2012:4), adalah 
suatu perbuatan yang oleh masyarakat dikenakan sanksi pidana. Akan 
tetapi bila kita tinjau lebih mendalam lagi, kejahatan merupakan 
sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 
kesusilaan. 
Menurut Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani; 2010:14), 
menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang 
secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita 
dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum 
(legal definitions) mengenai kejahatan. 
Sutherland (H. R. Abdussalam, 2007:15), kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah diterapkan oleh Negara sebagai kejahatan 
dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. 
Secara sosiologis, kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani; 
2010:15), merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh 
masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku 
yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian 
tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan 
oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. 
Kejahatan (Wirjono Prodjodikoro, 2014:33), berarti suatu 
perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak 
lain daripada perbuatan melanggar hukum. 
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Secara yuridis formal, kejahatan (Kartini Kartono, 2014:143) 
adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 
kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, sifatnya asocial dan 
melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. 
Di dalam perumusan Pasal-Pasal kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) jelas tercantum, kejahatan adalah semua bentuk 
perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. 
 
2. Pengertian Penjahat 
Penjahat  atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku hukum 
pidana dan telah diputus pengadilan atas pelanggarannya dalam 
hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Dalam mencari 
sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi dasar 
bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana 
ada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultura. Oleh karena itu 
dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapida, 
dengan cara mencarinya pada cirri-ciri biologiknya (determinist 
biologic) dan aspek kultura (determinis kultura).  Keberatan utama 
terhadap kriminologi positivis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak 
pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah kontruksi 
sosial. 
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Penjahat (Topo Santoso dan Eva Achjani; 2010:14) merupakan 
para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh 
pengadilan.  
Menurut Lombroso (http://www/google/Teori kera lombroso 
dalam kajian.co.id) seorang penjahat adalah orang yang memiliki 
bakat untuk menjadi jahat. Bakat jahat tersebut berasal dari keturunan 
secara genetik. Bakat jahat tersebut juga tidak dapat ditolak serta tidak 
dapat dirubah. Melihat pada teori tersebut patut dicermati bahwa teori 
ini memberikan stigma buruk pada seseorang. 
Berdasarkan penelitiannya, Lombroso (A.S Alam, 2010:36) 
mengklasifikasikan penjahat dalam 4 golongan, yaitu: 
1) Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin 
atavisme. 
2) Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan 
salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embrisil atau 
paranoid. 
3) Occasional criminal, atau Criminaloid yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kembuhan 
(habitual criminals). 
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4) Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan ysng melakukan 
tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.  
Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naïf 
untuk saat ini. 
Pengertian penjahat dari aspek yuridis. Penjahat adalah 
seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana 
yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. 
Selama sebelum dijatuhi hukuman, maka seseorang belum dianggap 
sebagia penjahat. Asas ini disebut premsemtium of innocence 
sebagaimana termuat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman RI (asas 
praduga tak bersalah). 
 
 
C. Kejahatan Perjudian 
1. Pengertian Perjudian 
Secara sosiologis, pengertian perjudian tergantung dari 
pandangan masing-masing kelompok masyarakat yang satu 
mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok masyarakat 
yang lain. Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian 
yang selalu berkembang dan berubah. Apa yang suatu ketika 
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dipandang sebagai perbuatan judi, pada waktu dan tempat yang lain 
mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan judi. 
Judi atau permainan judi atau perjudian, menurut Kamus besar 
Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai 
taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta 
dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan 
mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada 
jumlah uang atau harta semula”. 
Perjudian (Kartini Kartono, 2014:58) adalah pertaruhan dengan 
sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap 
bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan 
tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, 
perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. 
Menurut Kitab Undang-udang Pidana (KUHP), yang dimaksud 
perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya 
kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan 
belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di 
situ termasuk segala  pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
permainana lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang 
turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 
Berdasarkan beberapa pengertian perjudian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa perjudian merupakan suatu permainan di mana 
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pada umumnya kemungkinan menang atau mendapat keuntungan 
tergantung pada nasib atau peruntungan belaka, apabila bernasib baik 
akan memperoleh keuntungan atau kemenangan dan apabila bernasib 
buruk akan memperoleh kekalahan.  
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1974 tentang penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1) yang rumusannya 
“pemberian izin  penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian 
dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-
tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” 
Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perjudian 
adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Pasal 303 dan 303 
bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 
1. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 303, yang selengkapnya 
adalah sebagai berikut:                           
1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum 
barangsiapa dengan tidak berhak:                  
a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan 
atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja 
turut campur dalam perusahaan main judi.           
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b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk 
main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam 
perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada 
perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai 
kesempatan itu. 
c. Turut main judi sebagai pencahariaan.         
2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, 
dapat ia dipecat dari jabatannya itu. 
3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang 
mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya 
bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah 
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, 
yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau 
bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. 
 
Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut di atas, ada lima 
macam kejahatan mengenai hal perjudian, dimuat dalam ayat (1):  
1. Hururf a ada dua macam kejahatan. 
2. Hururf b ada dua macam kejahatan, dan 
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3. Huruf c ada satu macam kejahatan. Sedangkan ayat (2) memuat 
tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan 
tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat 
(1). 
Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut dalam 
Pasal 303 KUHP di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur 
tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan 
dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak 
adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau 
instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan 
tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana. 
Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap 
malakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian. 
Berdasarkan rumusan kejahatan yang ada di dalam pasal 303 
KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana di atas, maka kita dapat 
menyimpulkan terdapat lima macam kejahatan dalam hal perjudian, 
yaitu: 
1) Kejahatan Pertama 
Kejahatan bentuk pertama ini dimuat dalam huruf a yaitu: 
menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau 
memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur 
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dalam perusahaan main judi. Unsur-unsur kejahatan ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Unsur obyektif meliputi: 
a) Barangsiapa 
b) Tanpa izin 
c) Perbuatan menawarkan kesempatan dan 
memberikan kesempatan 
d) Kepada objek untuk bermain judi 
e) Dijadikan sebagai mata pencaharian. 
b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja. 
Agar hakim dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi 
kesengajaan tersebut, hakim harus membuktikan tentang: 
a) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan 
kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan 
bermain judi itu sebagai suatu usaha 
b) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan 
atau memberikan kesempatan untuk bermain judi 
c) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau 
yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain 
judi. 
Dalam kejahatan yang pertama ini, pembuat tidak 
melakukan bermain judi, serta tidak ada larangan berjudi. Tetapi 
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perbuatan yang dilarang adalah menawarkan kesempatan bermain 
judi dan memberikan kesempatan bermain judi. 
Menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si 
pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk 
mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi 
dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Perbuatan itu 
dikatakan  melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih 
dahulu dari instant atau pejabat pemerintahan yang berwenang.   
2) Kejahatan kedua 
Kejahatan kedua yang memuat dalam huruf a, adalah 
melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam 
suatu kegiatan usaha permainan judi. Adapun unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
a. Unsur objektif, meliputi: 
a) Barangsiapa 
b) Tanpa izin 
c) Turut serta 
d) Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi 
b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja 
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Agar terdakwa memenuhi unsure dengan sengaja diatas, 
baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan 
tentang: 
a) Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta 
b) Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu 
c) Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan oleh 
orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan 
atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang 
telah dilakukannya sebagai suatu usaha dan tanpa hak. 
Dalam kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut 
serta. Maksudnya, pembuat ikut terlibat dalam usaha perjudian 
yang disebutkan pada bentuk pertama. 
3) Kejahatan ketiga 
Kejahatan bentuk ketiga adalah melarang orang yang tanpa 
izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
kepada khalayak umum untuk bermain judi. Adapun unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Unsur objektif, meliputi: 
a) Barangsiapa 
b) Tanpa izin 
c) Menawarkan atau memberikan kesempatan 
d) Kepada khalayak umum 
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e) Untuk bermain judi 
b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja 
Agar terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja ini, 
maka penuntut umum maupun hakim harus dapat 
membuktikan: 
a) Tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan 
atau memberikan kesempatan untuk bermain judi 
b) Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang 
adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau 
kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan 
kepada khalayak ramai.  
Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini hampir sama 
dengan kejahatan perjudian bentuk pertama, yakni pada 
perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan 
memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya meliputi: 
a) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan 
kesempatan  dan perbuatan memberikan kesempatan 
tidak disebutkan kepada siapa, oleh karena itu bisa 
termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. 
Tetapi bentuk ketiga, disebutkan ditujukan pada 
khayalank umum. Oleh Karen itu bentuk ketiga tidak 
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berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada 
satu orang tertentu. 
b) Pada bentuk pertama secara tegas sisebutkan bahwa 
kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian. 
Sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur 
dijadikan sebagai mata pencaharian. Unsur kesengajaan 
pada bentuk ketiga ini maksudnya pembuat 
menghendakiuntuk mewujudkan kedua perbuatan itu, 
dan sadar bahwa perbuatan dilakukan di depan khalayak 
umum adalah bermain judi. Akan tetapi unsur 
kesengajaan ini tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa 
izin. 
 
4) Kejahatan keempat 
Kejahatan perjudian bentuk keempat adalah larangan 
dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan perjudian 
tanpa izin. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Unsur objektif, meliputi: 
a) Barangsiapa 
b) Tanpa izin 
c) Turut serta melakukan sesuatu 
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d) Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
bermain judi kepada khalayak umum. 
b. Unsur ubjektif yaitu dengan sengaja 
Untuk menyatakan terdakwa yang melakukan tindak 
pidana dan memenuhi unsur kesengajaan seperti yang 
dimaksud pada pasal ini, maka baik hakim maupun penuntut 
umum harus dapat membuktikan tentang: 
a) Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta 
b) Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu 
c) Adanya pengetahuan terdakwa bahwa ia telah turut serta 
dalam perbuatan orang lain, yakni tanpa hak 
menawarkan atau memberikan kesempatan kepada 
khalayak ramai untuk bermain judi.  
Kejahatan bentuk keempat ini hampir sama dengan 
kejahatan bentuk kedua. Perbedaanya hanyalah pada bentuk 
kedua, perbuatan turut sertanya itu ada kegiatan usaha 
perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga 
kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. 
Namun, pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya 
ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai 
mata pencaharian. Demikian juga kesengajaan pembuat dalam 
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melakukan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha bukan 
sebagai mata pencaharian. 
 
5) Kejahatan kelima 
Kejahatan bentuk kelima ini adalah melarang orang yang 
melakukan perbuatan  turut serta dalam permainan judi tanpa izin 
yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Adapun unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
a) Barangsiapa 
b) Tanpa izin 
c) Turut serta 
d) Dalam permainan judi 
e) Sebagai mata pencaharian 
Pengertian perbuatan turut serta sama dengan kejahatan 
bentuk kedua, yakni pembuat ikut terlibat dalam permainan judi 
bersama orang lain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang 
melakukan kegiatan  usaha perjudian yang orang ini tidak ikut 
bermain judi. 
Pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah 
dijadikannya sebagai mata pencaharian. Yang artinya dari 
permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk 
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keperluan hidupnya. Jadi tidak di pidana apabila bermain judi 
hanya sebagai hiburan belaka. 
 
2. Kejahatan mengenai perjudian yang kedua dirumuskan dalam Pasal 
303 bis yang rumusannya sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah dihukum : 
1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang 
diadakan dengan melanggar  peraturan Pasal 303; 
2. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan 
atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali  
kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk 
mengadakan judi itu. 
2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua 
tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si 
tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka  dapat 
dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 
Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa 
pelanggaran dan dirumuskan  dalam Pasal 542. Namun melalui 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 diubah menjadi kejahatan 
dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHP. Mengenai kejahatan 
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perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) 
penanggulangannya yang merupakan dasar pemberatan 
pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk, yaitu: 
a. Bentuk pertama 
Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Perbuatannya : bermain judi. 
b) Dengan mengunakan kesempatan yang diadakan 
dengan melanggar Pasal 303. 
Kejahatan Pasal 303 bis KUHP ini tidak berdiri sendiri, 
melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303 
KUHP. Tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303 KUHP (perbuatan 
menawarkan dan memberikan kesempatan), kejahatan Pasal 
303 bis (KUHP) ini tidak mungkin terjadi. Dengan telah 
dilakukannya perbuatan menawarkan  kesempatan dan 
memberikan kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja, 
maka terbukalah kesempatan untuk bermain judi. Oleh sebab 
itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk 
bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis 
(KUHP) yang pertama ini. 
b. Bentuk kedua 
Pada bentuk kedua ini terdapat unsur-unsur: 
a) Perbuatannya : ikut serta bermain judi. 
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b) Tempatnya : 1) Di jalan umum 
2) Di pinggiran jalan umum 
3) Di tempat yang banyak dikunjungi umum 
c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang. 
 Dari uraian di atas  dapat disimpulkan perbedaan antara 
Pasal 303 Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP) 
dengan Pasal 303 bis KUHP yaitu Pasal 303 KUHP mengatur 
tentang orang sebagai perusahaan membuka perjudian atau 
yang biasa disebut dengan bandar dan orang yang turut serta 
dalam perusahaan judi, serta orang yang menjadikan 
permainan judi sebagai pencaharian, sedangkan dalam Pasal 
303 bis KUHP mengatur tentang orang yang mempergunakan 
kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 
303 KUHP. 
2. Jenis-Jenis Perjudian 
Perjudian dalam segala  bentuknya telah dinyatakan dilarang 
oleh Undang-Undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu 
sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam 
kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering 
dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di 
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dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), 
serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Dalam 
penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), 
disebutkan beberapa bentuk dan jenis perjudian yaitu: 
1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari Roulette, Black Jack, 
Baccarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, 
Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Sie Kie, Big Six Wheel, 
Chuk a Cluk, Lempar Paser/bulu ayam pada sasarn atau papan 
yang berputar (Paseran), Pachinko, poker, Twenty One, Hwa-
Hwe, Kiu-Kius 
2) Perjudian di tempat-tempat keramaia, antara lain terdiri dari 
perjudian Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran 
yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (Coin), kim, 
Pancingan, Menembak sasasaran tidak berputar, Lempar bola, Adu 
ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan 
sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek. 
3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan kebiasaan yaitu 
Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacuan kuda, Karaban sapi, Adu 
domba dan kambing, Adu burung merpati. 
Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah. 
Kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanaan beroperasi 
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dan diketahui oleh umum. Judi legal (Kartini Kartono, 2014:63) antara 
lain sebagai berikut: 
1) Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan 
kalenteng Bandung. 
2) Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (telah ditutup ! oktober 
1978 oleh pemerintah DKI) 
3) Undian harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial 
Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Sedang di Surabaya ada 
undian Sampul Rejeki, Sampul Brobudur (di solo), Sampul Danau 
Toba (di Medan), Sampul Sumber Harapan (di Jakarta). Semuanya 
berhadiahkan 80 juta rupiah. 
Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah 
antara lain bertujuan mendapatkan dana keuangan untuk 
pembangunan atau dana sosial. 
D. Teori Penyebab Kejahatan 
Penyebab terjadinya kejahatan menurut Kartini Kartono yaitu 
sebagai berikut (http://www/google/Teori Penyebab Kejahatan.co.id)  
1) Teori Teologis 
Teori ini menyatakan bahwa setiap orang normal bisa 
melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan 
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setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara, dan melanggar 
kehendak Tuhan. 
2) Teori Filsafat Tentang Manusia 
Teori ini menyebutkan adanya dialetika antara pribadi/persona 
jasmani dan pribadi rohani. Persona rohani ini disebut pula sebagai  
jiwa. Persona rohani merupakan prinsip keselesaian dan 
kesempurnaan dan sifatnya baik serta abadi dan tidak ada yang perlu 
diperbaiki lagi. Oleh karena itu, persona rohani mendorong pada 
perbuatan-perbuatan yang baik dan mengarahkan manusia pada 
usaha transendensi diri dan rekonstruksi diri. Selanjutnya jiwa itu akan 
menggejala atau berfenomena dan menceburkan diri ke dalam dunia 
dengan jalan masuk ke dalam limgkungan jasmani. Jasmani manusia 
merupakan prinsip ketidakselesaian dan tidak sempurna. Prinsip inilah 
yang mengarahkan manusia pada destruksi, kerusakan, kemusnahan, 
dan kejahatan. 
3) Teori Kemauan Bebas (Free Will) 
Teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah 
kemauan manusia itu sendiri. 
4) Teori Penyakit Jiwa 
Teori ini menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat 
psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan 
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kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan 
defektmoral. 
5) Teori Fa’al Tubuh (Fisiologis) 
Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri 
jasmaniah dan bentuk jasmaniahnya. Yaitu pada bentuk tengkorak, 
wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-
jari, dan anggota badan lainnya.   
 Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis (A.S Alam, 
2010:45) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: 
1) Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan) 
2) Cultural Deviance (penyimpangan budaya) 
3) Social Control (kontrol sosial) 
 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulanagn kejahatan Empirik (A. S Alam, 2010:79-80) terdiri 
atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
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terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
2. Preventif 
 Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemmenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan 
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan 
kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencarai apa paling 
tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 
Menururt Barda Nawawi Arief (http://www/google/upaya 
penanggulangan kejahatan.co.id), bahwa upaya atau kebijakan untuk 
melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk 
dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak 
terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang 
terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan 
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kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan 
penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana 
hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap 
kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada 
tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “sosial welfare” dan 
“sosial defence”. 
Solusi prefentif adalah berupa cara-cara yang cenderung 
mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang 
cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang 
berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat 
dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau  
pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat 
kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, 
sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah 
mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah 
pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. 
Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan 
adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut 
disebut hukuman. Entah mengakibatkan tidak ketahanan fisik atau 
tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya. Hal tersebut terkait 
dengan pandangan Jeremi Bentham (http://www/google/upaya 
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penanggulangan kejahatan.co.id), yang mengemukakan bahwa tujuan 
hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini 
dapat memberi efek jera pada si pelaku dan agar individu lainpun takut 
untuk berbuat kejahatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkajene, yaitu tepatnya di 
Polres Pangkajene. Dipilihnya lokasi penelitian di Kota Pangkajene atas 
dasar pertimbangan bahwa, pada daerah tersebut sering terjadi tindak 
pidana Perjudian dan masalah ini mendapat sorotan dari masyarakat 
setempat. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan proposal ini dipergunakan metode pengumpulan 
data sebagai berikut : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan 
dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan 
dan dokumentasi pada instansi terkait. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Obervasi yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung 
mengenai fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian diikuti 
dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan 
diteliti.  
2. Wawancara yaitu mengadakan wawancara antara peneliti dan 
responden (pelaku dan kepolisisan) untuk mendapatkan keterangan 
mengenai cara dan prosedurnya. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, 
menjelaskan  dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penggunaan teknis 
analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh dari 
wawancara, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi 
kajian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data Kejahatan Perjudian Di Kota Pangkajene 
Sebelum menguraikan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan perjudian di Kota Pangkajene, maka terlebih dahulu penulis 
akan menguraikan data mengenai kasus kejahatan perjudian yang 
diperoleh dari Pengadilan Negeri Pangkajene, Kejaksaan Negeri 
Pangkajene dan Polres Pangkajene. 
Seperti halnya dengan daerah lain, di Kota Pangkajene sendiri 
kejahatan perjudian sangat meresahkan masyarakat. Pengaruh perjudian 
ini membawa dampak negatif dan merugikan masyarakat Kota 
Pangkajene. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kejahatan 
perjudian di Kota Pangkajene , maka di bawah ini penulis memaparkan 
data jumlah kasus perjudian dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir 
yaitu tahun 2012 sampai tahun 2014. 
Tabel I : Data kejahatan perjudian di Polres Pangkajene dari tahun 
2012 sampai dengan tahun 2014  
Kepolisian Negara Republik Indonesia ditugaskan oleh Negara 
sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini 
dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia. Perjudian sebagai tindak pidana umum yang diatur 
dalam KUHPidana dan merupakan wewenang kepolisisan untuk 
mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang 
jumlah kejahatan dalam hal ini adalah kejahatan perjudian. 
Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Polres Pangkajene 
dapat dilihat data kasus kejahatan perjudian di Polres Pangkajene seperti 
dalam tabel dibawah ini: 
 
No 
 
Tahun 
 
Masuk 
 
Diselesaikan 
1 
 
2012 
 
5 
 
5 
2 
 
2013 
 
20 
 
20 
3 
 
2014 
 
15 
 
15 
 
 
Jumlah Kasus 
 
40 
 
40 
Sumber Data: Polres Pangkajene 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus 
perjudian yang terjadi di Kota Pangkajene pada tahun 2012 sebanyak 5 
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kasus. Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 
2013 yaitu sebanyak 20 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 
2014 sebanyak 15 kasus. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa semua 
laporan mengenai kasus perjudian yang terjadi di Kota Pangkajene 
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pangkajene dan diputus oleh 
Pengadilan Negeri Pangkajene. 
Adapun jenis perjudian yang ditangani oleh pihak kepolisian adalah 
joker, kiu-kiu, kupon putih dan judi ayam. Dari semua jenis perjudian 
tersebut, kiu-kiu merupakan judi yang paling sering ditangani oleh pihak 
kepolisian. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor 
kepolisisan pangkajene, Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Pengadilan 
Negeri Pangkajene, penulis menemukan bahwa rata-rata tuntutan jaksa 
terhadap pelaku perjudian adalah antara 3-8 bulan penjara. Menurut 
Bripka Suardi, salah seorang penyidik di Kantor Kepolisian Pangkajene ( 
wawancara tanggal 8 Januari 2016 ) mengatakan bahwa kejahatan 
perjudian yang terjadi di Kota Pangkajene terbilang kecil di banding 
kasus-kasus lainnya seperti pencurian, narkoba dan lain lain. Ia juga 
mengatakan bahwa tidak adanya pelaku perjudian yang divonis bebas 
disebabkan karena pelaku perjudian yang tertangkap tangan ketika 
sedang melakukan kejahatannya. Semua pelaku perjudian diproses dan 
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dilanjutkan ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman untuk memberi efek jera 
kepada pelaku perjudian. 
Tabel II : Data kejahatan perjudian di Kejaksaan Negeri Pangkajene 
dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014  
 
No 
 
 
Tahun 
 
 
Diterima 
 
 
Dilimpahkan 
1 
 
2012 
 
5 
 
5 
2 
 
2013 
 
20 
 
20 
3 
 
2014 
 
15 
 
15 
 
 
Jumlah Kasus 
 
40 
 
40 
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Pangkajene 
 
Dari data pada tabel II diatas, jumlah kasus kejahatan perjudian di 
Kota Pangkajene yang masuk Kejaksaan Negeri Pangkajene dan 
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkajene dari Tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2014 sebanyak 40 kasus.  
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Tabel III : Data kejahatan perjudian di Pengadilan Negeri Pangkajene 
dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014  
 
No 
 
Tahun 
 
Diterima 
 
Diputus 
1 
 
2012 
 
5 
 
5 
2 
 
 
2013 
 
20 
 
20 
3 
 
2014 
 
15 
 
15 
 
 
Jumlah Kasus 
 
40 
 
40 
 Sumber Data: Pengadilan Negeri Pangkajene 2016 
Berdasarkan data pada tabel III, maka kasus-kasus kejahatan 
perjudian yang diproses di Pengadilan Negeri Pangkajene dari tahun 
2012 sampai dengan 2014 sebanyak 40 kasus yang telah diterima dan 
diputus oleh pengadilan. 
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian  di Kota 
Pangkajene 
Terjadinya kejahatan perjudian di kota Pangkajene didorong atau 
disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian, telah dicoba untuk 
menjawab penyebab terjadinya kejahatan perjudian di Kota Pangkajene. 
Menurut Bripka Suardi ( wawancara tanggal 8 Januari 2016) bahwa ada 
beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan perjudian di 
Kota Pangkajene yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan ingin coba-
coba. 
Berikut ini penulis membagi faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan perjudian dalam dua garis besar berdasarkan hasil penelitian, 
yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal dan 
faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor eksternal.  
Adapun faktor-faktor internal maraknya kejahatan perjudian di Kota 
Pangkajene adalah sebagai berikut: 
 
1. Faktor Ekonomi 
Salah satu faktor yang menonjol yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan perjudian di Kota pangkajene adalah faktor ekonomi. 
Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi yang 
disebebkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah 
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sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Bagi masyarakat 
dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap 
sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini 
disebabkan karena dengan modal kecil para pelaku jadi berharap 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya 
dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Berdasarkan wawancara 
dengan pelaku Ibu Wahida 26 tahun, IRT ( wawancara tanggal 19 
januari 2016 ) mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan 
penghasilan tambahan dari penghasilan suami yang rendah ia nekat 
untuk bermain judi.  
Tekanan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup keluarga seseorang, cenderung untuk melakukan kejahatan 
perjudian yang sifatnya untung-untungan saja dengan harapan akan 
mendapatkan keuntungan besar dan tidak memperdulikan apakah 
cara tersebut bertentangan dengan hukum, norma agama maupun 
norma kesusilaan.  
Pelaku perjudian tidak pernah sadar bahwa judi hanya semakin 
memperparah kehidupan mereka. Mereka hanya tergiur akan 
pelipatgandaan uang mereka ketika menang tanpa memperhitungkan 
uang setiap hari yang dikeluarkan untuk bermain judi. 
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2. Faktor Iseng atau Coba-Coba 
Faktor iseng atau coba-coba merupakan salah satu faktor 
pendorong terjadinya kejahatan perjudian. Faktor iseng atau coba-
coba merupakan salah satu faktor yang sangat berbahaya, dimana 
sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus 
kedalam kejahatan perjudian. Judi salah satu bentuk hiburan yang 
dijadikan sebagai pelarian dari kegiatan rutinitas, kebosanan dan 
kesibukan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan pelaku Piter 
30 tahun, karyawan swasta ( wawancara tanggal 19 januari 2016 ), 
mengungkapkan bahwa dengan bermain judi ia bisa merasakan 
kesenangan tersendiri. Ia tidak merasa rugi jika kalah dalam 
permainan judi karena baginya perjudian hanyalah sebuah hiburan.  
Judi membuat seseorang menjadi ketagihan dan 
berpengharapan karena judi menjanjikan suatau kemenangan yang 
besar dari modal yang sedikit. Walaupun seseorang kalah dalam 
perjudian, tetapi di hari berikutnya seseorang tersebut akan kembali 
lagi bermain judi dengan harapan bisa memenangkan perjudian dan 
mendapatkan keuntungan. 
Adapun faktor eksternal penyebab maraknya kejaahatan perjudian 
di Kota Pangkajene adalh sebagai berikut: 
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1. Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan termasuk dalam salah satu penyebab 
terjadinya kejahatan perjudian, karena faktor lingkungan sangat 
berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Apabila dalam suatu 
lingkungan ada beberapa masyarakat yang gemar bermain judi, maka 
masyarakat lainnya bisa ikut terjerumus dalam permainan judi karena 
mereka berada dalam lingkungan para penjudi. 
 Perjudian jenis joker dan kiu-kiu adalah contoh perjudian 
dimana para pelaku didorong oleh lingkungan sekitar. Namun sebagai 
masyarakat yang baik adakiranya jika dalam bermasyarakat, 
masyarakat bisa menjauhi perjudian dan tidak terpengaruh atau 
terjerumus didalamnya. 
 Berdasarkan wawancara dengan pelaku Mika 39 tahun, 
wirausaha ( wawancara tanggal 19 januari 2016 ), menyatakan bahwa 
ia tertarik bermain judi karena didorong oleh lingkungan sekitar. Selain 
itu ia juga menyatakan bahwa banyak teman-teman terdekat yang 
sering bermain judi dan menghasilkan banyak uang, karena itu ia 
ketagihan untuk bermain judi. 
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C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang di Lakukan Aparat 
Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian di Kota Pangkajene 
Kejahatan perjudian yang terjadi di Kota Pangkajene telah 
dikemukakan penulis sebelumnya, dimana kejahatan perjudian 
disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu diadakan 
penanggulangan agar faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.  
Menurut Hj. Najamuddin, S.H., M.H selaku Wakapolres Pangkajene 
mengatakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak 
kepolisian untuk menanggulangi kejahatan perjudian adalah: 
1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk 
perjudian kepada masyarakat 
Arti penting penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak 
buruk perjudian kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman, serta mendidik masyarakat supaya 
mereka mengerti hukum sehingga mereka akan lebih menghargai dan 
mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Karena 
kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ialah 
banyak di antara pemain judi yang hanya ikut-ikutan bermain judi, 
mereka tidak mengetahui dampak negatif dari permainan tersebut dan 
52 
 
hanya ingin mendapatkan uang banyak tanpa harus menguras tenaga 
dan pikiran.  
Selain itu, penyuluhan ini juga dilakukan sebagai suatu 
rangkaian usaha untuk menghapus kejahatan perjudian. Walaupun 
sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun upaya 
untuk mencegah terjadinya kejahatan perjudian terus dilaksanankan. 
Penyuluhan hukum ini tidak hanya menyangkut materi perjudian saja 
namun juga masalah-masalah lain yang timbul dimasyarakat, selain itu 
dengan adanya penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat untuk 
memberikan informasi dan melaporkan kepada yang berwajib apabila 
terjadi tindak pidana perjudian. 
2. Melakukan patroli atau razia 
Selain upaya pencegahan di atas, pihak kepolisian juga 
melakukan patroli atau razia ketempat yang rawan terjadi kejahatan 
perjudian. Upaya ini harus dilakukan secara terus menerus terutama di 
daerah yang yang sering melakukan kejahatan perjudian dengan 
tujuan untuk mencegah perkembangan kejahatan perjudian. 
Dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan perjudian, pihak 
kepolisian tentunya mempunyai tugas yang utama dan memegang 
peranan penting untuk melakukan pengawasan. Selain itu sangat 
diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat untuk selalu 
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memberikan informasi dalam rangka kerjasama untuk menciptakan 
keamanan dari kejahatan perjudian. 
  
D. Kendala-Kendala Yang Dialami Aparat Penegak Hukum Dalam 
Memberantas Kejahatan Perjudian Di Kota Pangkajene 
1. Minimnya informasi dan tidak adanya keterbukaan masyarakat 
Tidak adanya informasi dari masyarakat menjadi penyebab 
utama dalam pemberantasan tidak pidana perjudian. Masyarakat yang 
seharusnya memegang peranan penting dalam memberikan laporan 
ataupun informasi kepada pihak kepolisian justru tidak peduli 
dikarenakan permainan judi sudah menjadi hal biasa yang terjadi di 
lingkungannya.  
Menurut Bripka Suardi ( wawancara tanggal 8 Januari 2016 ) 
selama ini kepolisian mengalami kendala yang besar dalam 
memberantas perjudian dikarenakan kurangnya informasi dan 
kerjasama dari masyarakat. Mereka cenderung diam dan menutupi 
apabila dimintai keterangan dan informasi. Padahal masyarakat punya 
peranan penting untuk memberantas perjudian selain kepolisian. 
Mereka tidak menyadari dengan melakukan pembiaran tersebut dapat 
menyebabkan meningkatnya permainan judi dengan masyarakat 
lainnya. 
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Masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sering terjadi 
perjudian merasa kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan 
merupakan hal yang wajar. Karena tidak adanya kesadaran hukum 
masyarakat, mereka hanya berpendapat bahwa perjudian hanyalah 
sebuah pelanggaran kecil dan memandang perjudian sebagai suatu 
kegiatan yang tidak melanggar hukum.  
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 
langsung mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan memberikan 
dampak yang besar terhadap maraknya kejahatan perjudian. Dimana 
pada kurung waktu yang lalu para penjudi harus saling bertatapan 
muka untuk mengadakan dan menyepakati perjudian. Tetapi semenjak 
majunya teknologi, para penjudi saling berkomunikasi lewat telepon. 
Mereka bisa bertemu dimana saja dan bermain judi kapan saja, 
bahkan mereka bisa memasang taruhan melalui sms. 
Kecanggihan teknologi membuat para pelaku semakin leluasa 
melaksanakan aksinya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala 
aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian disebabkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
pelaku atau faktor internal seperti faktor ekonomi dan faktor iseng atau 
coba-coba dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku atau faktor 
eksternal seperti faktor lingkungan. 
2. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mencegah dan 
menanggulangi kejahatan perjudian yang terjadi di Kota Pangkajene 
yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah 
upaya penanggulang yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan upaya represif adalah 
upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana perjudian 
seperti melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penuntutan 
dan proses persidangan terhadapt terdakwa. Upaya-upayanya antara 
lain mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk 
perjudian kepada masyarakat, dan Melakukan patroli atau razia. 
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3. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisisan dalam melakukan 
pemberantasan perjudian di Kota Pangkajene adalah kurangnya 
informasi dan kerjasama masyarakat, kurangnya pemahaman hukum 
tentang kejahatan perjudian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
B. Saran 
Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat 
memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan 
skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Melihat semakin maraknya permainan judi di Kota Pangkajene, maka 
diharapkan kepada para aparat kepolisian selaku aparat penegak 
hukum tingkat pertama harus lebih meningkatkan upaya dalam 
mencegah dan memberantas perjudian. Mengadakan lebih banyak 
penyuluhan tentang kejahatan perjudian, serta bahaya dan 
hukumannya agar masyarakat jera dan tidak bermain judi lagi. 
2. Diharapkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan jadwal rutin 
dalam melaksanakan operasi atau razia di tempat-tempat yang sering 
terjadi perjudian. 
3. Diharapkan kepada aparat kepolisian dan pemerintah kota untuk 
menghimbau masyarakat, agar masyarakat memberikan informasi dan 
laporan kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana 
perjudian. 
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4. Diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan 
laporan kepada pihak kepolisian dan tidak menutup-nutupi atapun 
acuh apabila terjadi tindak pidana perjudian agar tindak pidana 
perjudian lebih mudah diberantas dan dihilangkan. 
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